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KATA PENGANTAR 
 

 

Rencana   Strategis   (Renstra)   Pengadilan   Tinggi   Nusa Tenggara Barat   

tahun   2015-2019   merupakan dokumen perencanaan  Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,  program,  

dan  kegiatan  Pengadilan  Tinggi  Nusa Tenggara Barat,  sebagai  pedoman  

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2015-2019. 

Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengacu 

pada pedoman Renstra dalam Permen PPN/Kepala  Bappenas  No. 5 Tahun  

2014  tentang  Pedoman  Penyusunan  dan  Penelaahan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga  (RENSTRA K/L) 2015-2019. Tahun 2018, Pengadilan 

Tinggi Nusa Tenggara Barat mereviu  Renstra untuk meningkatkan kualitas renstra 

dari waktu kewaktu,  agar dapat sesuai dengan reviu Indikator  Kinerja  Utama  

Perumusan  reviu Renstra dimaksudkan  untuk menjadi pedoman dan arah 

proses pembaharuan  yang dilakukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 

agar dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien, menggunakan  acuan  yang  

jelas,  terukur,  terarah,  dan  berorientasi  pada  peningkatan  kinerja  yang 

akuntabel. 

Penyusunan   Reviu   Renstra   Pengadilan   Tinggi   Nusa Tenggara Barat   

ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh  

pejabat  dan  staf  di  lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melalui 

perencanaan yang efektif dan terarah, pelaksanaan kegiatan yang berorientasi 

pada hasil dan proses penyusunan laporan, pengendalian serta evaluasi kegiatan 

guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan. 

 
 

Mataram, 20 Desember 2018 
Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 

 
 
 
 
 

AMIRYAT, S.H.,M.H 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1.  KONDISI UMUM 

Pengadilan   Tinggi   Nusa Tenggara Barat   merupakan   kawal   

depan   (voorpost)   Mahkamah   Agung   RI   yang membawahi  6  (enam)  

Pengadilan  Negeri  di  wilayah  hukum  Nusa Tenggara barat yang terdiri dari 

dua pulau yaitu pulau Lombok dan pulau Sumbawa. Pengadilan Negeri di 

wilayah pulau Lombok  : 1. PN Mataram Kelas IA ; 2. PN Selong Kelas IB ;  

3. PN Praya Kelas II ;  Pengadilan Negeri di wilayah pulau Sumbawa 

meliputi : 1. PN Sumbawa Besar Kelas IB ; 2. PN Raba-Bima Kelas IB ; 3. 

Dompu Kelas II. 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengemban tugas pokok 

menegakkan  hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat 

banding. Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selain mempunyai fungsi 

yudikatif atau penyelesaian  perkara, juga memilki fungsi pengawasan, 

mengatur, dan administratif terhadap Pengadilan-pengadilan  Tingkat 

Pertama di wilayah hukumnya. 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat selaku salah satu kekuasaan 

Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan 

kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 8 

tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan : 

1. Pengadilan  Tinggi  bertugas  dan  berwenang  mengadili  perkara  pidana  

dan  perkara  perdata  ditingkat banding. 

2. Pengadilan  dapat memberikan  keterangan,  pertimbangan,  dan nasihat 

tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila 

diminta. 

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 

berdasarkan undang-undang. 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan  mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi. 

2. Fungsi  Pembinaan,  yakni  memberikan  pengarahan  diwilayah 
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hukumnya,  menyangkut  teknis yustisial, administrasi peradilan, 

administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan 

pembangunan. 

3.   Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan 

tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat  structural dan  pegawai  di  

daerah  hukumnya  serta  terhadap  jalannya  peradilan  tingkat pertama 

agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan 

terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum. 

4.   Fungsi  Nasihat,  yakni memberikan  pertimbangan  dan nasihat  tentang  

hukum  kepada  instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila 

diminta. 

5.   Fungsi Administrasi,  yakni menyelenggarakan  administrasi  umum, 

keuangan  dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan. 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sebagai voorpost Mahkamah 

Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam 

“Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya   

Badan   Peradilan   Indonesia   Yang   Agung”.   Sejalan   dengan   reformasi   

birokrasi   di Mahkamah  Agung  RI maka  Pengadilan  Tinggi  Nusa 

Tenggara Barat  juga  melakukan  reformasi  birokrasi  yang dimanifestasikan 

ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang 

kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai 

berikut : 

 
1. Penyelesaian Perkara 

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat maupun di Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya terus-

menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 

masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian 

perkara tingkat banding harus dilakukan paling lambat 3 bulan, dan dan 

tingkat pertama paling lambat 5 bulan. 

 
2. Manajemen Perkara 

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama 

dan banding telah diwujudkan dengan dibangunnya    case management  
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system  di semua  lingkungan  peradilan.  Penyempurnaan  manajemen 

perkara dilakukan dengan pemberlakukan template dan standarisasi 

penomoran perkara yang ditetapkan dengan SK KMA Nomor 

44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen template hasil 

standarisasi tersebut diintegrasikan  dengan sistem informasi manajemen 

perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum  menggunakan Sistem 

Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah 

Agung RIManajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan 

fasilitas manajemen perkara pidana anak. 

 
3. Keterbukaan Informasi 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terus melakukan 

pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan 

dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan 

informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016 tersebut meliputi : 

peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan Mahkamah Agung RI 

http://putusan.mahkamahagung.go.id, peningkatan publikasi informasi 

perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), 

peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja 

informasi di pengadilan. 

 
4. Pengawasan rutin/ regular 

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 

2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga 

Peradilan, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat terus melaksanakan 

pengawasan rutin/ regular, yang dilaksanakan  oleh Hakim Tinggi Pengawas  

Daerah terhadap  Pengadilan  Negeri se-wilayah  hukum Pengadilan Tinggi 

Nusa Tenggara Barat. Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara 

pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek 

penyelenggaraan peradilan. 

 
5. Penanganan Pengaduan 

http://putusan.mahkamahagung.go.id/
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Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung 

No.9 Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, 

tentang Pedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Di 

Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan 

Tinggi Nusa Tenggara Barat pada periode 2016 terus melaksanakan sosialisasi 

Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan 

sosialisasi seccara langsung mendatangi Pengadilan negeri yang berada 

dibawahnya. 

 
6. Peningkatan Pelayanan Publik 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat melakukan berbagai upaya 

untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan   visi  badan  

peradilan   yang  agung.  Salah  satuanya  adalah  mengikuti   program 

Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi 

Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk 

menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk 

mewujudkan Performa/Kinerja  Peradilan Indonesia yang Unggul 

(Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian 

yang digunakan meliputi tujuh area yaitu : 1) Kepemimpinan (leadership); 

2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan 

(customer  focus);  4)  Sistem  Dokumentasi  (document  system);  5)  

Manajemen  Sumber  Daya (resource management); 6) Manajemen 

Proses (process management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results). 

Sampai akhir tahun 2018, pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi 

Nusa Tenggara Barat yang telah terakreditasi sebagai berikut : 

 

NO NAMA TIPE/KELAS AKREDITASI 

1 Pengadilan Tinggi NTB B A 

2 Pengadilan Negeri Mataram IA A 

3 Pengadilan Negeri Selong IB A 

4 Pengadilan Negeri Raba Bima IB A 

5 
Penngadilan Negeri Sumbawa 
Besar 

IB A 

6 Pengadilan Negeri Praya II A 

7 Pengadilan Negeri Dompu II A 

Tabel 1. Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 
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1.2. POTENSI PERMASALAHAN 

Dalam melaksanakan  tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan  Tinggi 

Nusa Tenggara Barat  masih dihadapkan pada  beberapa  permasalahan  

yang  harus  diselesaikan  untuk  meningkatkan  kinerja  Pengadilan. Berikut  

ini  identifikasi  potensi  dan  permasalahan  di  Pengadilan  Tinggi  Nusa 

Tenggara Barat  ditinjau  dari beberapa aspek : 

 
1. Produktifitas Penyelesaian Perkara 

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di 

Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari 

keadilan,  salah satunya  adalah kebijakan  Mahkamah  Agung 

mengeluarkan  Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang 

Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian 

perkara  pada  Pengadilan  Tingkat  Banding  paling  lambat  3  (tiga)  

bulan  dan  pada  Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 

5 (lima) bulan. 

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar 

Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi 

Nusa Tenggara Barat adalah maksimal 3 bulan. Dalam pelaksanaannya    

setiap   tahunnya   penyelesaian    perkara   di   Pengadilan   Tinggi   

Nusa Tenggara Barat mengalami  peningkatan  dibandingkan  tahun-tahun  

sebelumnya. 

 
2. Manajemen Penanganan Perkara 

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, 

diperiksa, diputus, dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan 

adanya jaminan bahwa: prosesnya berlangsung cepat, menjamin   keadilan   

dan   kepastian hukum   (legal   certainty), akuntabel  dan  transparan.   

Beberapa  factor yang  mendukung   hal  tersebut  adalah  :  faktor substansi 

aturan, sumber daya manusia,  sarana dan prasarana, dan sistem informasi. 

Salah  satu  usaha  Mahkamah  Agung  untuk  meningkatkan  penanganan  

perkara  di pengadilan adalah  memanfaatkan   teknologi  informasi,  
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dengan  membuat  Sistem  Informasi  Penelusuran Perkara  (SIPP)  

Mahkamah  Agung.  Sistem  Informasi  ini telah  menggunakan  template  

putusan sebagai  standar  pembuatan  putusan.  Sistem  Informasi  ini juga 

digunakan  sebagai  monitoring penanganan  perkara. Pelaksanaan  sistem 

informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. 

Sistem Informasi  ini bertujuan  meningkatkan  efektifitas  dan efisiensi 

penanganan  perkara dan tertib  administrasi.  Namun  pemanfaatan  

teknologi  informasi  dalam  manajemen  penanganan perkara masih belum 

maksimal karena masih ada keluhan publik tentang akurasi informasi pada 

SIPP  dan  belum   ada  kemampuan   untuk  mengontrol   secara   efektif  

serta  masih  terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos kerja sumber daya 

manusia dalam memanfaatkan  teknologi informasi ini. 

 
3. Penerimaan masyarakat terhadap putusan pengadilan 

Tingginya jumlah perkara masuk ke MA (80% perkara masuk banding 

melakukan upaya hukum ke Mahkamah  Agung  dan  90%  dari  peradilan  

umum)  disebabkan  ketidak  puasan  para  pencari keadilan terhadap hasil 

putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat 

Banding   sehingga   memicu   para   pihak   melakukan   upaya   hukum   

kasasi   sehingga   harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim 

dalam hal hukum formil dan materiil, hal ini diharapkan kualitas putusan yang 

dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari 

keadilan.Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara, telah 

dilakukan diklat spesialisasi hakim dalam penanganan perkara. 

 
4. Akses terhadap pengadilan 

Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan 

mengenai prosedur di pengadilan  dan masih  sulitnya  akses  masyarakat 

terhadap pengadilan  merupakan  salah  satu masalah yang terus berusaha 

dipecahkan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. 

Penguatan  akses terhadap pengadilan merupakan salah satu 

komitmen  yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung RI dengan 

tujuan a) Memberi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan; 

dan b) Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin dan 
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terpinggirkan. Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap   masyarakat   

miskin   sesuai   Surat   Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 

Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang 

menyebutkan empat bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat 

miskin dan termarjinalkan, yaitu: 1) Penyediaan Pos Bantuan Hukum 

(Posbakum) di Pengadilan, 2) Pemberian bantuan jasa advokat, 3) 

Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo, dan 4) Pelaksanaan 

sidang keliling dan penyediaan tempat sidang diluar kantor pengadilan 

(zitting plaats). Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat masih memiliki 

kendalan dalam hal fasilitas pembebasan biaya perkara melalui fasilitas 

prodeo, karena keterbatasan anggaran yang disediakan. 

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, 

Pengadilan  Tinggi Nusa Tenggara Barat telah  menggunakan   sarana  

meja  informasi  maupun  teknologi  informasi  untuk  mengakses 

berbagai informasi pada website pengadilan hingga putusan pengadilan 

pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi 

diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 

tentang  pedoman  pelayanan  informasi  pengadilan.  Namun  pemberian 

akses informasi tersebut masih mendapat keluhan dari publik karena 

sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di 

pengadilan. 

 
5. Sumber Daya Manusia 

Dalam rangka peningkatan  pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan tidak akan terlepas dari penguatan  sumber  daya manusia  baik 

yang terkait  dengan  teknis  peradilan  maupun  non teknis peradilan.  Dalam  

hal penguatan  sumber  daya manusia  dibidang  teknis peradilan  maka 

Mahkamah  Agung menetapkan  kebijakan  dilakukan  pelatihan  teknis bagi 

aparatur  pengadilan baik bagi hakim, panitera  maupun  juru sita. Bagi tenaga 

non teknis dilakukan  pendidikan  dan pelatihan terkait dengan administrasi 

umum, manajerial dan kepemimpinan. 

Selain  itu  dalam  dalam  hal  peningkatan  sumber  daya  manusia  

telah  dilaksanakan  fit  and propertest untuk pola karir promosi jabatan.  

Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia   seperti  masih  
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lemahnya   pemahaman   terhadap   kebijakan   teknis  dan  non  teknis 

peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja 

belum merata yaitu ada   beberapa   posisi   yang   bebankerjanya    sangat   

tinggi   tetapi   beberapa   posisi   lainnya bebankerjanya cenderung rendah. 

 
6. Fungi pengawasan 

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk 

mengembalikan kepercayaan publik kepada  pengadilan.  Pengadilan  Tinggi  

Nusa Tenggara Barat  berkewajiban  untuk  mengawasi 6 (enam)  Pengadilan  

Tingkat  Pertama  di wilayah  hukumnya.  Pengadilan  Tinggi  Nusa Tenggara 

Barat  harus dapat menjadi  ujung  tombak  pengawasan  dalam  

menindaklanjuti  laporan  dari daerah.  Hal ini menjadi  tantangan yang harus 

diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Dalam  

melaksanakan  pengawasan  dan  menangani  pengaduan  Pengadilan  

Tinggi  Nusa Tenggara Barat mengacu    pada    Peraturan    Bersama    

Mahkamah    Agung    dan    Komisi    Yudisial    Nomor 

02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode 

Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 

076/KMA/SK/VI/2009  tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan 

di lingkungan lembaga Peradilan. 

Namun  dalam  melaksanakan  fungsi  pengawasan  ini masih  terdapat  

permasalahan  dalam  hal keterbatasan   kualitas   dan   kuantitas   sumber   

daya   manusia   pengawasan,   masih   banyak masyarakat yang belum 

memahami mekanisme pengaduan, belum adanya regulasi jaminan mengenai 

kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan. 

 

Potensi Permasalahan 

1.  Penyelesaian 
Perkara 

1. Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No 
2 Tahun 2014 Tentang    
Penyelesaian Perkara di Pengadilan    
Tingkat    Pertama    dan   Tingkat 
Banding pada 4 (Empat) Lingkungan 
Peradilan 

2. Standar Operasional Penyelesaian   
Perkara Pengadilan Tinggi Nusa 
Tenggara Barat 

  Masih ada perkara yang penyelesaiannya 
belum sesuai dengan SOP 
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2.Manajemen 
Penanganan 
Perkara 

1. Memanfaatkan teknologi informasi  

2. Menggunakan aplikasi Sistem 
Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) 
Mahkamah Agung  

3. Menggunakan template putusan 

4. Regulasi Mahkamah Agung yang 
mendukung  pelaksanaan SIPP 

 Masih banyaknya keluhan publik tentang 
akurasi informasi pada SIPP dan belum 
ada kemampuan untuk mengontrol 
secara efektif  

 Masih terdapat kelemahan akurasi data 
dan etos kerja sumber daya manusi 
dalam memanfaatkan SIPP untuk 
penanganan perkara 

3.Penerimaan 
Masyarakat 
terhadap 
putusan 
pengadilan 

Untuk meningkatkan kompetensi 
penyelesaian perkara, telah dilakukan 
diklat spesialisasi hakim dalam 
penanganan perkara. 

 Tingginya jumlah perkara masuk ke MA 
(80% perkara masuk banding melakukan 
upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 
90% dari peradilan umum) disebabkan 
ketidak puasan para pencari keadilan 
terhadap hasil putusan baik di Pengadilan 
Tingkat Pertama maupun Pengadilan 
Tingkat Banding sehingga memicu para 
pihak melakukan upaya hukum kasasi 

4.Akses terhadap 
Pengadilan 

1. Akses pengadilan terhadap 
masyarakat miskin dan termarjinalkan 
: Posbakum, Prodeo, Zitting Plat  

2. Surat Edaran Mahkamah Agung 
(SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Pedoman Pemberian Bantuan 
Hukum 

3. Akses informasi menggunakan sarana 
meja informasi dan teknologi informasi 

4. SK Ketua Mahkamah Agung No. 
1144/KMA/SK/I/2011 tentang 
pedoman pelayanan informasi 
pengadilan 

 Keterbatasan anggaran untuk 
menyediakan fasilitas prodeo  

  Masih adanya keluhan publik bahwa 
sarana informasi yang disediakan belum 
menjamin sepenuhnya transparansi di 
pengadilan 

5.Sumber Daya 
manusia 

1. Pelatihan bagi Tenaga Teknis dan Non 
teknis di Pengadilan 

2. Fit and proper test dalam rangka 
promosi jabatan 

  Masih lemahnya pemahaman terhadap 
kebijakan teknis dan non teknis peradilan,   

  Pola karir yang belum sesuai dengan 
kompetensi.  

  Beban kerja belum merata yaitu ada 
beberapa posisi yang beban kerjanya 
sangat tinggi tetapi beberapa posisi 
lainnya beban kerjanya cenderung 
rendah.   

6.Fungsi 
Pengawasan 

1. Pengadilan Tinggi menjadi ujung 
tombak pengawasan dalam 
menindaklanjuti laporan dari daerah.  

2. Peraturan Bersama Mahkamah 
Agung dan Komisi Yudisial Nomor 
02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/201
2 tentang Panduan Penegakan Kode 
Etik dan Pedoman Perilaku Hakim   

3. Keputusan KMA RI Nomor 
076/KMA/SK/VI/2009 tentang 
petunjuk pelaksanaan penanganan 
pengaduan di lingkungan lembaga 
Peradilan. 

 Pengadilan Tinggi menjadi ujung tombak 
pengawasan dalam menindaklanjuti 
laporan dari daerah.  

 Peraturan Bersama Mahkamah Agung 
dan Komisi Yudisial Nomor 
02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 
tentang Panduan Penegakan Kode Etik 
dan Pedoman Perilaku Hakim   

 Keputusan KMA RI Nomor 
076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk 
pelaksanaan penanganan pengaduan di 
lingkungan lembaga Peradilan. 

 

Tabel 2. Potensi & Permasalahan 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS 

 

2.1.VISI & MISI 
 

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa 

depan yang diinginkan untukmewujudkan   tercapainya  tugas  pokok  dan  

fungsi  Pengadilan  Tinggi  Nusa Tenggara Barat.  Adapun  visi Pengadilan  

Tinggi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI  

adalah sebagai berikut : 

 
“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang Agung” 

 
Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 

sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki  keluhuran  dan 

kemulian  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan fungsinya  dalam  

memutus perkara. 

Misi adalah  sesuatu  yang harus diemban  atau dilaksanakan  sesuai 

visi yang ditetapkan  agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud 

dengan baik. 

Misi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, adalah sebagai berikut : 

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat.  

2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.  

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara 

Barat.  

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat 

 

2.2.TUJUAN & SASARAN STRATEGIS 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 

waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. 

Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan  visi dan misi Pengadilan 

Tinggi Nusa Tenggara Barat. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai PengadilanTinggi Nusa Tenggara 

Barat adalah sebagai berikut : 

1.Pencari keadilan merasa kebutuhan  dan kepuasannya  terpenuhi.  Tujuan ini 
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diukur dengan menggunakan indikator : Index responden Pengadilan Tingkat 

Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi. 

2.Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur 

dengan menggunakan indikator : Persentase putusan perkara yang menarik 

perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari 

setelah putus. 

 
Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara 

nyata, Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menggunakan 2 (dua) sasaran 

strategis sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase penurunan sisa perkara 

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, 

Peninjauan Kembali 

 Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan 

Pengadilan Tinggi. 

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah : 

 Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu 

 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. 

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara 

Barat menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan 

Mahkamah Agung sebagai berikut : 

1. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya 

Mahkamah Agung. 

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan 

administrasi. Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan 

non operasional satker daerah Program dan kegiatan ini untuk mendukung  

capaian indikator kinerja : 

 Persentase sisa perkara yang diselesaikan 
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 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 

 Persentase penurunan sisa perkara 

 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi, 

Peninjauan Kembali 

2.   Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI 

Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung 

Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP 

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja : 

 Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas tehadap layanan 

Pengadilan Tinggi 

 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat 

diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus. 

3. Program : Peningkatan manajemen peradilan umum 

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum 

Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat 

pertama dan banding secara tepat waktu. Program dan kegiatan ini untuk 

mendukung  capaian indikator kinerja : 

  Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat 
waktu. 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 
 

 

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG 
 

Sesuai  dengan  arah  pembangunan  bidang  hukum  yang  

tertuang  dalam  RPJMN  tahun  2015-2019 tersebut  diatas  serta  

dalam  rangka  mewujudkan  visi  Terwujudnya  Badan  Peradilan  

Indonesia  Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 

sasaran sebagai berikut : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.   

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis ini adalah : 
 

 Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar 

 Pembatasan Perkara Kasasi 

 Proses berperkara yang sederhana dan murah 

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.   

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung 

sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 

138/KMA/SK/IX/2009  tentang Jangka waktu Penanganan Perkara 

pada Mahkamah  Agung RI menyatakan  bahwa seluruh perkara 

yang ditangani  oleh Mahkamah  Agung harus  diselesaikan  dalam  

jangka  waktu  1 (satu) tahun  setelah  perkara  diregister.  

Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 

dikeluarkan  Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 

2014 tentang Penyelesaian  Perkara di Pengadilan  Tingkat Pertama  

dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan  Peradilan 

menyatakan  bahwa penyelesaian  perkara pada Pengadilan Tingkat 

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang 

penyelesaian perkara  pada Pengadilan  Tingkat  Banding  paling  

lambat  dalam  waktu  3 (tiga) bulan,  ketentuan waktu termasuk 

penyelesaian minutasi. 

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.   

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatnya akses 

peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan  dicapai  dengan  

3 (tiga) arah  kebijakan  sebagai  berikut  : (1)  Pembebasan  biaya 
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perkara untuk masyarakat miskin, (2) Sidang keliling/zitting plaats dan 

(3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum. 

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.   

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara 

Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya  senantiasa  melakukan  

evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping  hal 

tersebut diatas Mahkamah  Agung membuat terobosan untuk 

penyelesaian  perkara perdata yang memenuhi  spesifikasi  tertentu  

agar dapat diselesaikan  melalui small claim court sehingga  tidak 

harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung 

menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya small claim 

court. 

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di 

lingkungan   Peradilan. 

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya 

Assessment untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan  

organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia 

Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, 

mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem  Manajemen  

SDM  Berbasis  Kompetensi  (Competency  Based  HR  

Management), menempatkan  ulang dan mencari pegawai 

berdasarkan  hasil assessment,  pelaksanaan  program pendidikan  

dan pelatihan hakim secara berkelanjutan  (capacity building), 

menyusun standarisasi sistem  pendidikan  dan  pelatihan  aparatur  

peradilan  (unit  pelaksana  Diklat),  serta  menyusun regulasi   

penilaian   kemampuan   SDM   di   Mahkamah   Agung   RI   untuk   

pembaharuan   sistem manajemen informasi yang terkomputerasi. 

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan 

secara optimal. 

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem 

informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang 

sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan 

sebagai  berikut:  (1)  Transparansi   kinerja  secara  efektif  dan  

efisien;  (2)  Penguatan  Regulasi Penerapan Sistem Informasi 
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Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI. 

7. Meningkatnya   pelaksanaan   penelitian,   pendidikan   dan  pelatihan   

Sumber  Daya    Aparatur  di lingkungan Mahkamah Agung.   

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan 

pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan  sebagai  

berikut  : (1) Penguatan  SDM pelaksana  fungsi  pengawasan;  (2) 

Penggunaan parameter  obyektif  dalam  pelaksanaan  pengawasan;  

(3) Peningkatan  akuntabilitas  dan kualitas pelayanan peradilan bagi 

masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan 

Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi 

pengawasan. 

8.Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.   

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi 

dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan  sebagai  berikut  : (1) 

Penataan  pola  rekrutmen  Sumber  Daya  Manusia  Peradilan;  (2) 

Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia 

Peradilan.   

 
 

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI NUSA 

TENGGARA BARAT 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan visi 

“Terwujudnya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Yang Agung”, 

menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu : 

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah : 

 
a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara 

melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), 

peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja 

informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, 

Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. 

 
b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu 

Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di 
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Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Surat 

Edaran Mahkamah  Agung  No 2 Tahun  2014  Tentang  

Penyelesaian  Perkara  di Pengadilan  Tingkat Pertama   dan   

Tingkat   Banding   pada   4  (Empat)   Lingkungan   Peradilan,   

yang   mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat 

Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat 

Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. 

c. Peningkatan  sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan 

materiil, untuk meningkatkan kualitas  putusan  yang dibuat  oleh 

hakim  akan dapat memenuhi  rasa keadilan  masyarakat pencari 

keadilan. 

d. Peningkatan    fungsi    pengawasan & penanganan pengaduan    

untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan 

mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi 

Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/201202/PB/P.KY/09/2012 tentang 

Panduan Penegakan   Kode   Etik   dan   Pedoman   Perilaku   

Hakim   dan   Keputusan   KMA   RI  Nomor 076/KMA/SK/VI/2009  

tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di 

lingkungan lembaga Peradilan. 

e. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi 

Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen 

Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan 

masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan 

Performa/Kinerja  Peradilan Indonesia yang Unggul   (Indonesian   

Court   Performance   Excellent/ICPE).   Adapun   kriteria   

penilaian   yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) 

Kepemimpinan (leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic 

planning); 3) Fokus Pelanggan (customer focus); 4) Sistem 

Dokumentasi (document system); 5) Manajemen Sumber Daya 

(resource management); 6) Manajemen Proses (process 

management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results). 
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2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 

Kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah : 

a. One day publish, yaitu menayangkan  putusan secara cepat, 

dengan mengupload putusan ke web  1 hari  setelah  diputus  

sesuai  maklumat  KMA  tanggal  22 Mei 2013  tentang  one  day 

publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh 

masyarakat. 

b. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju 

tepat waktu. 

 

3.3. KERANGKA REGULASI 

 
Regulasi di Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat merupakan 

kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 

atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk 

Pengadilan di wilayah hukum   Pengadilan   Tinggi   Nusa Tenggara 

Barat.   Pada   tahun   2018,   Pengadilan   Tinggi   Nusa Tenggara Barat   

telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan 

pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini beberapa  regulasi  yang  

dilaksanakan  Pengadilan  Tinggi  Nusa Tenggara Barat  pada  

beberapa  area  reformasi birokrasi pada tahun 2018. 

 
1. MANAJEMEN PERUBAHAN 

Regulasi pada area Manajemen Perubahan  : 
 

 Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan 

Komitmen Bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar 

pada Standar Tim Akreditasi Mahkamah Agung RI, Kesepakatan  

bersama dan ditanda  tangani  oleh Para Hakim,  Pejabat  

Struktural  dan Fungsional  serta  Karyawan  dan Karyawati  

Pengadilan  Nusa Tenggara Barat  yang dalam meningkatkan  

pelayanan  pada Pengadilan  Tinggi Nusa Tenggara Barat. 

 Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat pada tanggal  08 

Juli 2017 telah menandatangani Piagam  Pencanangan  

Pembangunan  Zona  Integritas   menuju  wilayah  bebas  dari 
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Korupsi  dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. 

 
2. PERUNDANG-UNDANGAN 

 
Regulasi pada area Perundang-undangan  : 

 
 Standar Operasional  Prosedur  Bidang-Bidang  pada Pengadilan  

Tinggi Nusa Tenggara Barat  telah dilakukan revisi. 

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 

Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi : 
 

 Penunjukan  Tim Penyusun  Reviu Rencana  Strategis  

Pengadilan  Tinggi Nusa Tenggara Barat  Tahun 2015-2019 dan 

Tim Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), melalui Surat      

Keputusan      Ketua      Pengadilan      Tinggi      Nusa Tenggara 

Barat Nomor: W4.U/1969/OT.01.2/XII/2018 Tanggal 17 Desember 

2018. 

 
4. PENATAAN TATA LAKSANA 

 
Regulasi pada area Penataan Tata Laksana : 

 
 Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat membentuk Tim 

Reformasi Birokrasi pada Kantor Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat  dengan surat keputusan  nomor : W25-

U/1714/KP.01.1/ XI/2018  tanggal 12 Nopember 2018. 

 Ketua  Pengadilan  Tinggi  Nusa Tenggara Barat  membentuk  

checklist dan Format  laporan  Hasil  Pengawasan  (LHP)  bagi 

Hakim Pengawas Bidang pada Kantor Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat dengan surat keputusan nomor: W25-

U/1710/KP.00.3/XII/2018. 

 
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA 

 
Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi : 

 Penunjukan   Tim   Badan   Pertimbangan   Jabatan   dan   

Kepangkatan   pada   Pengadilan   Tinggi Nusa Tenggara Barat 

melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara 

Barat Nomor: W25-U/388/KP.04.6/XII/2017 tanggal 2 1 Desember 

2017 tentang Badan Pertimbangan  Jabatan dan Kepangkatan 
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Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. 

 Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan  

Tinggi  Nusa Tenggara Barat  Nomor:  W25-U/1796/PS.01/X/2018  

tentang Susunan Majelis Hakim, Majelis Tipikor, Pengadilan Anak, 

Lingkungan, Perikanan, Tindak Pidana Pemilu pada Pengadilan 

Tinggi Nusa Tenggara Barat. 

 
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS 

Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas : 

 Penunjukan  Tim dalam penyusunan  : LKJiP dokumen  PK, RKT, 

mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat Nomor: W25-U/381/OT.01.1/I/2019 tanggal 31 

Januari 2018. 

 
7. PENGUATAN PENGAWASAN 

 
Regulasi pada area Penguatan Pengawasan : 

 Penunjukan   Hakim   Pengawas   Daerah   melalui   Surat   

Keputusan   Ketua   Pengadilan   Tinggi Nusa Tenggara Barat    

Nomor   :   W25-U/1797/PS.01/X/2018 tentang Penyusunan 

Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Pengawas Bidang 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat. 

 
 

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 
 

Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 

 Penunjukan  Petugas  Juru Bicara  dan Humas  pada Pengadilan  

Tinggi Nusa Tenggara Barat  melalui  Surat Keputusan Ketua 

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor : W25-

U/1797/PS.01/X/2018. 

 Penunjukan Petugas PTSP dalam rangka mengelola dan 

memberikan pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat, melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi 

Nusa Tenggara Barat Nomor : W25-U/1349/KP.00.3/XI/2018  

tentang struktur, ruang lingkup dan petugas PTSP pada Pengadilan 

Tinggi Nusa Tenggara Barat. 



REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT 20 

 
3.4.KERANGKA KELEMBAGAAN 

 
Tugas Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menurut Undang-

Undang  Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 

menyatakan sebagai berikut : 

1. Pengadilan  Tinggi bertugas  dan berwenang  mengadili  perkara 

pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat  (1) 

Undang-Undang  No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang 

telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 

8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang No. 49 Tahun 2009). 

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan 

nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, 

apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 

1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan 

Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang 

No. 49 Tahun 2009). 

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau 

berdasarkan undang-undang. (Pasal 52 Ayat  (2) Undang-Undang  

No.  2 Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Umum,  yang  telah  diubah  

pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan 

Undang-Undang No. 49 Tahun 2009). 

 
Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat  memiliki fungsi sebagai berikut : 

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan   mengadili 

perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi. 

2. Fungsi Pembinaan,  yakni memberikan  pengarahan  diwilayah 

hukumnya, menyangkut  teknis yustisial, administrasi peradilan, 

administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan 

pembangunan. 

3. Fungsi  Pengawasan,  yakni  mengadakan  pengawasan  

pelaksanaan  tugas  dan  tingkah  laku  Hakim, Pejabat struktur dan 

pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan 

tingkat pertama agar   peradilan   diselenggarakan   dengan   



REVIU RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT 21 

seksama   dan   sewajarnya   dan   terhadap   pelaksanaan 

administrasi perkara & administrasi umum 

4. Fungsi   Nasihat,   yakni   memberikan   pertimbangan   dan   nasihat   

tentang   hukum   kepada   instansi pemerintah di daerah hukumnya 

apabila diminta. 

5. Fungsi Administrasi,  yakni menyelenggarakan  administrasi  umum,  

keuangan  dan kepegawaian  serta lainnya untuk mendukung 

pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi 

peradilan. 

 
Struktur organisasi dan nomenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Nusa 

Tenggara Barat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Struktur Organisasi 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 
 

Untuk mewujudkan visi dan  misi nya Pengadilan   Tinggi Nusa Tenggara Barat 

memiliki 2 (dua) sasaran kinerja dengan 7 (tujuh) indikator sebagai berikut : 

 
 

1.  SASARAN I : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel 
 

 
 

SASARAN 
 

INDIKATOR 
TARGET 

 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 

1.    Terwujudnya 
proses 

peradilan yang 

pasti, 

transparan, 

dan akuntabel 

a.  Persentase sisa perkara 
yang  diselesaikan 

1.Pidana 

2.Perdata 

3.Tipikor 

 
 

100% 

100% 

100% 

 
 

100% 

100% 

100% 

 
 

100% 

100% 

100% 

 
 

100% 

100% 

100% 

 
 

100% 

100% 

100% 

b.  Persentase perkara yang 
diselesaikan tepat 

waktu 

1.Pidana 

2.Perdata 

3.Tipikor 

 
 
 

97% 

97% 

97% 

 
 
 

100% 

100% 

100% 

 
 
 

100% 
100% 
100% 

 

 
 
 

100% 
100% 
100% 

 

 
 
 

100% 
100% 
100% 

 c.  Persentase penurunan 
sisa perkara 

 

1.Pidana 

2.Perdata 

3.Tipikor 

 

 
- 

- 

- 

 

 
- 

- 

- 

 

 
75% 

75% 

75% 

 

 
25% 

25% 

25% 

 

 
14,5% 

13% 

2,5% 
d.  Persentase perkara yang 

tidak  mengajukan 

1. Kasasi 

2.Peninjauan Kembali 

 

 
25% 

25% 

 

 
25% 

25% 

 

 
15% 

80% 

 

 
17% 

85% 

 

 
15% 

85% 

e.  Index  responden 
Pengadilan Tingkat 

Pertama yang  puas 

terhadap layanan 

Pengadilan Tinggi 

- 80 80 80 80 

 

 

2. SASARAN II : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 
 
 

 
SASARAN 

 
INDIKATOR 

TARGET 
 

2015 
 

2016 
 

2018 
 

2018 
 

2019 

2.   Peningkatan 
efektifitas 

pengelolaan 

penyelesaian 

perkara 

a.  Persentase putusan 
perkara yang menarik 

perhatian masyarakat 

yang dapat diakses 

secara online dalam 

waktu 1 hari setelah 

putus 

- 100% 100% 100% 100% 

b.  Persentase Salinan 
putusan yang  dikirim 

ke Pengadilan Pengaju 

tepat waktu 

- 100% 100% 100% 100% 
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NO 

TUJUAN SASARAN STRATEGI 

URAIAN INDIKATOR 
TARGET 
JANGKA 

MENENGAH 
URAIAN INDIKATOR 

TARGET 

PROGRAM KEGIATAN 
INDIKATOR 
KEGIATAN 

TARGET 

Rp 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Pencari 
Keadilan 
merasa 
kebutuhan 
dan 
kepuasannya 
terpenuhi 

Persentase 
perkara 
yang 
diselesaikan 
tepat waktu 
1.Pidana 
2.Perdata 
3.Tipikor 

 
 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

1.Terwujudnya 
proses 
peradilan 
yang pasti, 
transparan, 
dan 
akuntabel 

a.Persentase sisa 
perkara yang 
diselesaikan : 
 Perdata 
 Pidana 
 Tipikor 

 
 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

Program 
dukungan 
manajemen 
dan 
pelaksanaan 
tugas teknis 
lainnya 
Mahkamah 
Agung 

Pembinaan 
administrasi 
dan 
pengelolaan 
keuangan 
Badan 
Urusan 
Administrasi 

Penyelenggaraan 
operasional 
perkantoran dan 
non operasional 
satker daerah 

60 
layanan/ 
bulan 
layanan 

90.911.233.000 

b.Persentase 
perkara yang 
diselesaikan 
tepat waktu : 
 Perdata 
 Pidana 
 Tipikor 

 
 
 
 
97% 
97% 
97% 

 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

 
 
 
 
100% 
100% 
100% 

c.Persentase 
penurunan 
sisa perkara: 
Perdata 
Pidana 
Tipikor 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

- 
- 
- 

 
 
 

75% 
75% 
75% 

 
 
 
25% 
25% 
25% 

 
 
 
14,5% 
13% 
2,5% 

d.Persentase 
perkara yang 
tidak 
mengajukan 
upaya hukum:  
Kasasi 
PK 

 
 
 
 
 

25% 
25% 

 
 
 
 
 

25% 
25% 

 
 
 
 
 

15% 
80% 

 
 
 
 
 

17% 
85% 

 
 
 
 
 

15% 
85% 

e.Index 
responden 
pencari 
keadilan yang 
puas terhadap 
layanan 
peradilan 

80% 80% 80% 80% 80% Program 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana 
aparatur 
Mahkamah 
Agung RI 

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana di 
lingkungan 
Mahkamah 
Agung 

Pengadaan 
sarana dan 
prasarana 
pendukung SIPP 

25 
Layanan 

1.500.000.000 

2 Setiap 
pencari 
keadilan 

Persentase 
Putusan 
perkara 

100% 2.Peningkatan 
efektifitas 
pengelolaan 

a.Persentase 
salinan 
putusan yang 

- 100% 100% 100% 100% 
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dapat 
menjangkau 
Badan 
Peradilan 

yang 
menarik 
perhatian 
masyarakat 
yang dapat 
diakses 
secara 
online 
dalam 
waktu 1 
hari setelah 
putus 

penyelesaian 
perkara 

dikirim ke 
pengadilan 
pengaju tepat 
waktu 

b.Persentase 
salinan  
putusan yang  
dikirim ke 
Pengadilan 
pengaju tepat 
waktu 

- 100% 100% 100% 100% Program 
Peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Peningkatan 
manajemen 
peradilan 
umum 

Perkara 
peradilan umum 
yang 
diselesaikan 
ditingkat 
pertama dan 
banding secara 
tepat waktu 

1350 
Perkara 

550.000.000 

 
Tabel 3. Matrik Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 2015-2019 
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BAB V 

PENUTUP 
 
 

Reviu  Rencana  Strategis  (Renstra)  Pengadilan  Tinggi  Nusa 

Tenggara Barat  tahun  2015-2019  adalah dokumen perencanaan  yang 

disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan 

dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga 

peradilan. 

Renstra ini menggambarkan  permasalahan,  kelemahan,  peluang 

tantangan,  sasaran, program, dan kebijakan  yang akan dijalankan selama 

kurun waktu tahun 2015-2019 dan telah direviu sejalan dengan perubahan 

kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organsasi Dan Tata Laksana 

Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan,   yang diharapkan mampu 

membawa arah Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat untuk mencapai visi 

dan misinya. 

Rencana  Strategis    Pengadilan  Tinggi  Nusa Tenggara Barat  direviu  

untuk  terus  disempurnakan  dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra 

ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini 

diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan 

pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. 

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi 

Nusa Tenggara Barat  memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun 

bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 

tahun 2015-2019. 
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